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Abstrak 
Penelitian ini mengadopsi pendekatan doktrinal sebagai metode penelitian. Dalam pengumpulan data, 
metode studi kepustakaan dan dokumentasi digunakan. Proses analisis data terdiri dari beberapa 
tahapan yaitu perolehan data, reduksi data, penyajian data, dan validasi. Dalam penelitian ini mengkaji 
kasus perumusan UU cipta kerja klaster ketenagakerjaan berpotensi menimbulkan sengketa 
ketatanegaraan. UU Ciptaker klaster ketenagakerjaan berpotensi menimbulkan adanya gugatan judicial 
review oleh pekerja sebagai pihak yang mengalami kerugian konstitusionalitas. Jika judicial review 
dikabulkan oleh MK, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan sengketa ketatanegaraan antara MK 
sendiri dengan Pemerintah (DPR dan/atau Presiden) selaku pembuat UU. Berdasarkan studi kasus 
hakim Aswanto dan menyikapi dinamika perubahan maupun putusan judicial review UU MK, adanya 
pembatalan UU berpengaruh negatif hal terhadap kelangsungan karier hakim MK maupun materi 
perubahan UU MK yang merugikan hakim MK itu sendiri. Kondisi ketidakharmonisan antara MK dengan 
DPR dan/atau Pemerintah jika berlarut-larut dapat menciptakan friksi kewenangan yang juga 
berpotensi menimbulkan adanya potensi sengketa ketatanegaraan. 
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PENDAHULUAN 
Tonggak sejarah perkembangan konstitusionalisme Indonesia adalah berdirinya 

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “MK”) pada tanggal 9 November 2001 melalui 
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) amandemen ke-3. 
Dengan perubahan ini, kekuasaan dalam sistem peradilan akan dilaksanakan oleh dua badan: 
Mahkamah Agung dan MK. Dilihat dari perspektif fungsional dalam kerangka kelembagaan, MK 
dapat diklasifikasikan sebagai lembaga utama negara, sejajar dengan Mahkamah Agung (MA), 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Presiden. Kedudukan serta 
perannya diperkuat melalui pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
MK, yang telah mengalami beberapa perubahan, yang terakhir tertera dalam UU Nomor 7 
Tahun 2020 sebagai perubahan ketiga terhadap UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK 
(selanjutnya disebut 'UU MK'). 

MK memiliki kewenangan, sesuai dengan Pasal 24C ayat (1), untuk menguji UU yang tidak 
sesuai dengan UUD 1945, menangani perselisihan mengenai wewenang lembaga negara yang 
ditetapkan dalam UUD 1945, mengadili pembubaran partai politik, serta memutuskan 
perselisihan hasil pemilihan parlemen (Republik Indonesia 2003b). Kewenangan ini memiliki 
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keputusan akhir tanpa peluang upaya hukum untuk mengubahnya, memberikan dampak 
hukum yang seketika dan abadi. 

MK juga diberi kewenangan sesuai Pasal 24C, Pasal 2 juncto Pasal 7B, untuk menyelidiki 
jika Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melanggar UUD 1945, makar, korupsi, 
penyuapan, atau kejahatan berat lainnya, serta apakah mereka tidak memenuhi syarat lagi. 
Berbeda dengan Amerika Serikat, yang mengutamakan proses politik, bukan peradilan, 
keputusan ini belum final dan akan bergantung pada MPR (Pasal 7A), badan politik yang 
mempunyai kewenangan untuk memecat presiden dari jabatannya.) 

Di dalam perkembangan ketatanegaraan, pembahasan perubahan UU MK di dalamnya 
terdapat tarik menarik kepentingan politik, yang lebih ditonjolkan kepada pengaturan terkait 
hakim konstitusinya (usia minimal, evaluasi, unsur keanggotaan Majelis Kehormatan MK 
(MKMK), penghapusan ketentuan peralihan masa jabatan ketua dan wakil ketua MK). Hal 
tersebut dipengaruhi juga oleh kepatuhan Pemerintah (usulan dari DPR yang disepakati oleh 
Presiden) terhadap putusan judicial review MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020 serta 56/PUU-
XX/2022 (DA 2023). Hal tersebut juga dapat dipandang tidak mulianya profesi Hakim 
Konstitusi oleh DPR sebagai wakil Tuhan di dunia yang menjalankan tugas kehakiman secara 
independen untuk memutuskan suatu perkara (Sipayung, Ibrani, and Lubis 2023). 

Di sisi lain, output dari putusan MK secara kualitatif mengalami sorotan publik, pasca 
posisi Ketua MK sebagai saudara ipar Presiden Joko Widodo yang secara appearance 
berpotensi berbenturan kepentingan merupakan ujian integritas yang harus dihadapi dan 
dikonfirmasi kepada publik dalam setiap putusan yang diambilnya (Sipayung and Wahyudi 
2022). Selanjutnya, dilihat dari putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 
2021 tentang judicial review UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU) (untuk 
selanjutnya disebut ‘UU Ciptaker’). Adapun Pemerintah telah memitigasi risiko penolakan atas 
pemberlakuan UU Ciptaker diantaranya melalui langkah-langkah legislasi sebagai berikut: 
1. Penetapan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
Pada tanggal 16 Juni 2022, UU ini disahkan, dan di dalam Pasal 42A, terdapat penyisipan 
ketentuan terkait metode omnibus dalam perencanaan peraturan perundang-undangan 
(Republik Indonesia 2022). 

2. Penetapan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU (Republik Indonesia 2023). 
UU tersebut diundangkan pada tanggal 30 Desember 2022, yang muatannya tidak berbeda 
dengan UU Ciptaker awal, hanya penegasan kembali bahwa subjektivitas Presiden untuk 
segera memberlakukan UU Ciptaker dan turunan aturannya baik di pusat maupun di daerah. 

Di satu sisi, UU Ciptaker ini ditetapkan sebagai salah satu solusi terkait aspek legal 
kebutuhan praktisi bisnis untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik dan intervensi 
antara serikat buruh serta pemerintah (Nainggolan et al. 2022). Di sisi lain, gelombang 
demonstrasi penolakan dari warga negara akhir-akhir ini masih belum dapat terbendung 
(BALIPOST.com 2023). Jika dilihat waktu penetapannya, UU Ciptaker ditetapkan beriringan 
dengan sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penanganan 
pandemi Covid-19 yang bersifat inklusif yang berusaha melindungi dan mengintegrasikan 
kepentingan anggota masyarakat untuk menghadapi kedaruratan kesehatan (Syahril et al. 

 
 Bandingkan ini dengan klausul "impeachment" dari Konstitusi Amerika Serikat: “The President, 

Vice President and all civil Officers of the United States, shall be removed from office on 
Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, and other High Crimes and Misdemeanors.” 
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2023). Perumusan kebijakan tersebut dipandang berbeda dengan UU Ciptaker yang sebagian 
besar kepentingan adalah kepentingan pelaku usaha. Atas kondisi tersebut, memunculkan 
dinamika antara kewenangan penyusunan dan pengesahan UU oleh DPR dan/atau Pemerintah 
dengan kewenangan uji materiil antara UU dengan konstitusi oleh MK, sehingga berpotensi 
mengalami benturan dalam ranah hukum dan politik. 

Pada awalnya putusan judicial review MK yang bersifat erga omnes bertujuan untuk 
memenuhi hak konstitusionalitas pemohon, sehingga cita-cita untuk membentuk masyarakat 
yang diinginkan melalui pemenuhan legalitas tidak hanya bergantung kepada Pemerintah 
semata melainkan juga MK sebagai the guardian of the constitution (Sipayung 2022a, 2022d; 
Sipayung and Cristian 2022). Namun, dengan dihadapkan hakim konstitusi pada uji materiil 
terhadap UU MK tidak dapat dihindari dari adanya konflik kepentingan dan 
ketidakindependensian di dalam putusannya. Dalam praktik ketatanegaraan, jika kondisi 
tersebut berlarut-larut bisa saja memunculkan sengketa ketatanegaraan antara MK dengan 
DPR dan/atau Pemerintah. Lebih lanjut, hal ini masih menunjukkan adanya kelemahan 
terhadap birokrasi di Indonesia yaitu kesulitan dalam menjalankan koordinasi di antara 
berbagai lembaga serta keberadaan berbagai tumpang tindih kewenangan di antara instansi-
instansi tersebut, diikuti oleh peraturan-peraturan yang kurang sinkron dan tidak sesuai 
dengan perubahan kondisi nyata (Sipayung, W.A., and Purwoyo 2022). Dalam penelitian ini 
didalami terkait latar belakang, dinamika, serta implikasi dari potensi sengketa ketatanegaraan 
antara MK dan DPR/Pemerintah. Dengan demikian, hal tersebut memunculkan research gap 
analysis mengenai potensi sengketa ketatanegaraan yang dapat timbul berkaitan dengan UU 
Ciptaker. 

 
METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini mengadopsi pendekatan doktrinal sebagai metodologi. Data diperoleh 
melalui penelitian kepustakaan dan dokumen. Proses analisis data meliputi langkah-langkah 
pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penyelidikan data. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Sengketa Ketatanegaraan 

Sebagai badan peradilan negara, MK mempunyai empat kewenangan berdasarkan 
kewenangan yang tercantum dalam Pasal 24C (1) UUD, yang salah satunya merupakan tingkat 
pertama dan terakhir untuk mengambil keputusan akhir menyelesaikan perselisihan yang 
berkaitan dengan kewenangan lembaga negara yang mempunyai kekuasaan konstitusional 
(Republik Indonesia 1945). Lebih lanjut, Pasal 10 (1) UU Mahkamah Konstitusi memperjelas 
bahwa kekuasaan tersebut terbatas pada badan-badan negara yang diatur dalam Konstitusi. 

Sejarah tata negara Indonesia menjelaskan bahwa sebelum adanya amendemen terhadap 
konstitusi, struktur hubungan kelembagaan memiliki karakteristik vertikal. Namun, dengan 
diperkenalkannya konsep welfare state dan prinsip check and balances, kedudukan lembaga-
lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh konstitusi dinaikkan secara setara. Lembaga-
lembaga tersebut antara lain MK, MA, DPR, DPD, MPR, Presiden, dan BPK. 

Namun UU MK tidak memberikan batasan mengenai badan negara mana saja yang dapat 
menjadi badan hukum dalam sengketa konstitusi mengenai kekuasaan antar badan negara. 
Timbul pertanyaan mengenai siapa yang berhak menjadi penggugat atau tergugat dalam 
perkara tersebut, namun hal tersebut tidak hanya terbatas pada lembaga tinggi negara, namun 
juga pada pemerintah daerah (pemda) dan lembaga nasional lainnya yang diberi wewenang 
oleh konstitusi (Asshiddiqie 2010). Hal itu dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan MK Nomor 
08/PMK/2006 (Mahkamah Konstitusi 2006). 
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Selanjutnya, objek sengketa yang muncul juga berkaitan dengan kewenangan yang telah 
diberikan atau ditentukan oleh konstitusi. Dalam revisi terbaru UU MK, Pasal 2 ayat (3) PMK 
08/2006 dicabut, memberikan peluang bagi Mahkamah Agung (MA) untuk berperan sebagai 
pihak pemohon atau termohon dalam sengketa semacam ini. 

Menurut hemat penulis, salah satu potensi sengketa ketatanegaraan antara Pemerintah 
dan/atau DPR dengan MK dapat timbul dari adanya pembatalan UU yang ditetapkan oleh 
Pemerintah. Hal tersebut menuai beragam pandangan filsafat untuk menganalisis eksistensi 
kewenangan pembatalan UU dalam judicial review MK antara lain: 
1. Konstitusionalisme: Pendekatan konstitusionalis berfokus pada menjaga supremasi 

konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. Dalam konteks pembatalan UU oleh 
MK, pandangan konstitusionalis menekankan bahwa MK memiliki kewenangan untuk 
memastikan bahwa UU sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan hak asasi manusia. 

2. Positivisme Hukum: Pandangan positivis hukum, seperti yang dipegang oleh tokoh seperti 
H.L.A. Hart, berfokus pada hukum sebagai aturan-aturan yang dibuat oleh otoritas penguasa. 
Dalam konteks pembatalan UU oleh MK, pandangan positivis mempertimbangkan apakah 
MK memiliki kewenangan yang sah untuk melakukan pembatalan UU dan apakah otoritas 
negara memberikan hak tersebut kepada MK. Putusan MK untuk membatalkan UU dianggap 
mencerminkan supremasi konstitusi sebagai hukum tertinggi. 

3. Naturalisme Hukum (Hukum Alam): Filsuf-filsuf naturalis percaya bahwa ada prinsip-
prinsip moral atau alam yang mendasari hukum. Dalam kasus pembatalan UU oleh MK, 
pandangan naturalis menilai keputusan MK berdasarkan apakah UU yang dibatalkan 
bertentangan dengan prinsip-prinsip moral atau etika yang mendasar. MK melindungi 
prinsip-prinsip moral yang lebih tinggi. 

4. Realisme Hukum: Filsuf-filsuf realis menekankan faktor-faktor sosial dan politik dalam 
pembentukan hukum dan putusan hukum. Dalam konteks pembatalan UU oleh MK, 
pendekatan realis mempertimbangkan bagaimana keputusan MK memengaruhi dinamika 
sosial dan kepentingan di masyarakat. Pembatalan UU oleh MK merefleksikan perubahan 
interpretasi hukum akibat perubahan sosial atau politik. 

5. Konstruktivisme Hukum: Pendekatan konstruktivis melihat hukum sebagai konstruksi 
sosial melalui interaksi dan interpretasi. Putusan MK membentuk konstruksi hukum dan 
mempengaruhi perkembangan norma-norma hukum terkait konstitusi. 

6. Kritik Sosial dan Feminis: Aliran filsafat hukum kritis dan feminis menyoroti keadilan, 
ketidaksetaraan, dan dampak sosial hukum. Dalam pembatalan UU oleh MK, teori kritis 
mengkritisi apakah keputusan MK mempertahankan status quo atau memicu perubahan 
yang lebih adil. Putusan MK membatalkan UU mengoreksi hukum yang tidak adil atau 
merugikan kelompok tertentu. 

Ini adalah contoh-contoh pandangan dalam filsafat hukum yang membentuk cara pandang 
terhadap pembatalan UU oleh MK. Setiap pandangan membawa elemen uniknya dalam 
mengevaluasi moralitas, keabsahan hukum, dampak sosial, dan dinamika kekuasaan dalam 
situasi tersebut. 

 
Sejumlah Potensi Pasal Kontroversial dalam UU Ciptaker Klaster Ketenagakerjaan 

Penetapan UU Ciptaker Bab IV tentang Ketenagakerjaan mengubah sebagian besar 
muatan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 (Republik Indonesia 2003a) tentang Ketenagakerjaan 
(untuk selanjutnya disebut ‘UU 13/2003’). Dengan adanya UU 13/2003 pada klaster 
ketenagakerjaan, Pemerintah dalam pertimbangannya berusaha mengintervensi hubungan 
industrial antara pemberi kerja dengan pekerja yang semula adalah hubungan perdata murni 
(asas konsensualitas) menjadi tidak sepenuhnya murni karena hubungan para pihak yang 
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perlu untuk diakomodir dan diterapkan secara seragam dalam bentuk UU (Bagenda et al. 
2023). Namun demikian, hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa masih terdapat 
beberapa pasal kontroversial di klaster ketenagakerjaan yang menjadi isu nasional 
diantaranya: 
1. Tentang jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) 

Pasal 81 angka 15 UU Ciptaker menghapus Pasal 59 ayat (4) UU 13/2003, yang semula 
mengatur bahwa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dapat dilakukan untuk jangka 
waktu maksimal 2 tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu tambahan 
maksimal 1 tahun. Namun, dalam UU Ciptaker tidak dijelaskan batasan waktu untuk PKWT. 
Oleh karena itu, situasi ini memiliki potensi untuk menimbulkan ketidakpastian hukum 
mengenai status pekerja yang bekerja tanpa batas waktu tertentu. 

2. Tentang libur pekerja jadi 1 hari dalam sepekan 
Pasal 77 UU Ciptaker yang kurang lebihnya menyatakan bahwa untuk pekerja 7 jam sehari 
diatur 6 (enam) hari kerja selama seminggu, sedangkan pekerja 8 jam sehari tetap dua kali 
per minggu. Dengan demikian, hal tersebut berpotensi mengurangi hak libur dari pegawai 
yang bekerja 8 jam sehari. 

3. Tentang upah minimum 
Pasal 88D ayat 2 UU Ciptaker mengamanatkan bahwa penetapan upah minimum akan 
mempertimbangkan beberapa variabel, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta 
indeks yang spesifik. Namun, "indeks tertentu" yang tidak dijelaskan dengan tegas dalam 
indikatornya berpotensi memberikan kesempatan kepada pemberi kerja untuk tidak 
mengikuti standar upah minimum yang telah ditetapkan. 

4. Tentang Outsourcing 
Pasal 81 poin 19 s.d. 21 UU Ciptaker tidak mendetailkan jenis pekerjaan yang dapat 
menggunakan tenaga outsouching, sehingga memberikan peluang bagi hubungan 
kontraktual yang terdegradasi menjadi hubungan outsourching, dan karenanya tidak 
memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi kepastian karier pekerja. 

5. Tentang Pesangon 
Pasal 156 ayat (1) UU Ciptaker memberikan syarat tambahan jika pesangon sebesar 9 kali 
remunerasi bulanan yang melampaui masa kerja 8 tahun diberikan ketika sesuai dengan 
kontrak yang telah disepakati. Hal tersebut memberikan peluang bagi pemberi kerja untuk 
menganulir pemberian pesangon dalam kontrak. 

6. Tentang PHK 
Dipahami juga bahwa UU Ciptaker masih memberikan ruang subjektivitas pemberi kerja 
terkait penilaian karyawan yang dapat berujung pada pemecatan sepihak sehingga hal 
tersebut tidak melindungi pekerja. 

Atas beberapa hal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa konfigurasi klaster 
ketenagakerjaan di UU Ciptaker berpotensi menimbulkan sengketa, namun mengingat bahwa 
sengketa ketatanegaraan berkaitan dengan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. 
Dengan demikian, pekerja bukanlah subjek hukum yang dapat menjadi pemohon sengketa 
tersebut kepada Pemerintah, melainkan dapat menjadi pemohon uji materiil atas UU Ciptaker 
yang dapat mendalilkan adanya kerugian konstitusional. Di sisi lain, indikasi ketidakcermatan 
Pemerintah dalam membuat UU menimbulkan gelombang demonstrasi hingga meninggalnya 
pengunjuk rasa yang juga dapat berakibat pada menurunnya kepercayaan publik terhadap 
pemerintah sebagaimana dicontohkan kasus unjuk rasa terhadap perubahan ke-2 atas UU 
Komisi Pemberantasan Korupsi (Manullang et al. 2023). 

Dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik legislasi pada era revolusi industri 4.0, 
terdapat gagasan untuk sinkronisasi dan harmonisasi UU dengan putusan judicial review MK 
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melalui bantuan artificial intelligence oleh legislator dalam menyelaraskan rancangan UU 
terkait sebagai wujud transformasi digital yang memanfaatkan inovasi aplikasi yang 
terintegrasi antara pihak MK dengan DPR dan/atau Pemerintah (Bangkara et al. 2022; Fuad et 
al. 2023). Namun, juga tidak mengesampingkan keadilan substansial yang dicerminkan dalam 
putusan judicial review MK yang sering kali berseberangan dengan kepentingan Pemerintah 
dan/atau DPR (Sipayung 2022c; Sipayung et al. 2023; Sipayung and Subandi 2023; Wikansari 
et al. 2023). 
 
Potensi Sengketa Ketatanegaraan antara MK dengan Pemerintah dan DPR 

Oleh karena itu, untuk menjamin ketidakberpihakan, hakim tidak boleh mengadili 
perkara yang melibatkan dirinya sendiri, sesuai dengan asas “nemo judex idoneus in propria 
causa” yang menyatakan bahwa hakim bukanlah hakim dalam perkara yang melibatkan 
dirinya. Selain itu, Yanis Maladi menjelaskan prinsip bahwa hakim mendasarkan keputusannya 
pada hukum dan fakta perkara, bukan subjektivitas dan hubungan para pihak dalam rangka 
melindungi independensi hakim, prinsip ini mengatur bahwa hakim tidak boleh memutuskan 
perkaranya sendiri (Maladi 2016). Dalam perkembangannya, produk hukum nasional yang 
dihasilkan pemerintah mulai mengarah kepada kepatuhan terhadap asas-asas hukum di dalam 
pengaturannya, misalnya KUHP Nasional (Suyanto et al. 2023). 

Sampai saat ini, memang belum pernah ada MK sebagai pihak Pemohon atau Termohon 
atas sengketa ketatanegaraan (Mahkamah Konstitusi 2023a). Namun, dalam hukum positif 
masih dimungkinkan untuk MK sebagai pemohon sengketa ketatanegaraan terhadap 
Pemerintah. Pada dasarnya, MK berfungsi sebagai lembaga peradilan yang memiliki yurisdiksi 
untuk memutuskan sengketa tentang konstitusi dan perundang-undangan. Sementara itu, DPR 
memiliki peran dalam membuat UU dan berperan dalam proses legislasi. Adanya perbedaan 
interpretasi konstitusi terkait UU yang diajukan atau permasalahan konstitusional lainnya 
berpotensi menimbulkan konflik kelembagaan. Adapun bentuk-bentuk dinamika konflik 
kelembagaan terutama yang berkaitan dengan kewenangan MK antara lain: 
1. Adanya uji materi UU yang dalam putusannya menyatakan tidak sah 

MK memiliki kewenangan untuk menguji materi UU terhadap konstitusi. Jika MK 
memutuskan bahwa sebuah UU tidak sesuai dengan konstitusi, ini dapat menimbulkan 
konflik dengan DPR yang mungkin merasa bahwa kewenangan legislasi mereka telah 
dicampuri. Sengketa juga dapat timbul ketika MK dan DPR memiliki penafsiran yang berbeda 
terhadap pasal-pasal konstitusi dalam konteks UU yang diajukan atau dalam permasalahan 
tertentu. 

2. Adanya tarik menarik kepentingan dalam perubahan UU MK 
Beberapa materi muatan perubahan UU MK tersebut yang difokuskan pada hakim konstitusi 
semakin menegaskan bahwa kewenangan MK dapat dipengaruhi oleh kewenangan legislasi, 
sehingga perlu dilakukan checks and balances atas kewenangan legislasi tersebut melalui 
peningkatan peran MK yang tidak menunggu perkara datang kepadanya melainkan menjadi 
salah satu pihak di dalamnya. 

3. Adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh Hakim Konstitusi 
Ekses negatif dari perubahan UU MK yang kemudian ditafsirkan oleh DPR dapat 
menimbulkan dampak ketidakpastian hukum maupun kerugian konstitusional. Salah satu 
contohnya adalah pemberhentian hakim konstitusi Aswanto yang masih menimbulkan 
ketidakadilan atas dirinya dan penggantian hakim konstitusi yang dilantik oleh Presiden 
selaku Kepala Negara (Fitria Chusna Farisa 2022; Saputra 2023). Adapun pemecatan Hakim 
Konstitusi Aswanto melalui proses pemungutan suara di DPR memicu debat intens. Di satu 
sisi beberapa anggota DPR berpendapat bahwa pemecatan tersebut diperlukan untuk 
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menjaga integritas dan citra MK didasarkan pada aduan terkait dugaan pelanggaran etika 
dan kinerja hakim yang bersangkutan. Peristiwa hukum tersebut juga berindikasi 
memengaruhi kinerja dan kualitas kehidupan kerja para hakim karena adanya prasangka 
pengaruh putusannya terhadap karier hakim yang bersangkutan (Sipayung 2022b). Di sisi 
lain beberapa anggota DPR berpendapat bahwa pemecatan ini dapat diartikan sebagai 
campur tangan legislatif terhadap independensi kehakiman karena hakim yang 
bersangkutan sering memutuskan adanya pertentangan antara konstitusi dengan UU yang 
dibuat oleh DPR dan/atau Presiden. 

4. Adanya ketidakpatuhan terhadap Putusan MK 
Ketika MK menghasilkan keputusan terkait suatu perkara, pelaksanaan putusan tersebut 
kadang-kadang memerlukan tindakan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan/atau 
Pemerintah untuk melakukan perubahan atau penyesuaian terhadap UU yang berlaku. 
Sebagai contoh, isi dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah 
oleh UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan tidak sepenuhnya mempertimbangkan dua putusan MK yaitu Putusan Nomor 
46/PUU-VIII/2010 dan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015. Dalam hal ini, perubahan 
seharusnya dilakukan pada Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) agar hasil perubahan 
menggambarkan keseluruhan pembahasan secara komprehensif. (Dhuha et al. 2022). Pada 
dunia bisnis, kepatuhan terhadap putusan MK dapat memengaruhi audit hukum yang 
digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan perusahaan atau kelengkapan 
administratif misalnya merger, separasi, akuisisi, konsolidasi, likuidasi, ekspansi, 
restrukturisasi, dan lain-lain (Sipayung and Prasetyo 2023). Kembali lagi, jika DPR dan/atau 
Pemerintah enggan atau lambat dalam melakukan hal ini, ini bisa menyebabkan ketegangan 
antara kedua lembaga. Selain itu, terdapat perubahan konfigurasi UU MK tersebut yang telah 
dilakukan uji materiil oleh beberapa pemohon. Selanjutnya, gangguan independensi hakim 
konstitusi terlihat di dalam putusan uji materiil sejumlah UU yang isinya mengabulkan 
sehingga menyebabkan konten dari UU yang diuji tersebut inkonstitusional. Hal tersebut 
menimbulkan politik balas dendam DPR melalui perubahan UU MK, bahkan putusan MK 
terkait pemberhentian hakim konstitusi Aswanto yang telah diputuskan inkonstitusional 
melalui uji materiil MK, tetap tidak digubris oleh Presiden dengan melantik Sdr. Guntur 
Hamzah sebagai penggantinya (Mahkamah Konstitusi 2023b). 

Sengketa ketatanegaraan antara MK dan DPR memiliki dampak yang signifikan terhadap 
sistem hukum dan pemerintahan. Beberapa implikasi yang mungkin muncul adalah dapat 
menciptakan ketidakpastian hukum karena keputusan MK yang mengubah atau membatalkan 
UU dapat memengaruhi kebijakan dan ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, sengketa ini dapat 
mempengaruhi stabilitas politik karena dapat menciptakan friksi antara kekuatan eksekutif, 
legislatif, dan yudikatif. Di sisi lain, sengketa ini dapat menjadi penguatan terhadap sistem 
demokrasi karena menunjukkan adanya check and balances di antara lembaga-lembaga negara 
(Umiyati et al. 2023). Hal tersebut menandakan bahwa negara Indonesia adalah negara 
demokratis yang berupaya menjaga keseimbangan antara cabang kekuasaan berdasarkan praktik 

pemisahan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. 
Dengan melihat bahwa faktanya hal tersebut dan mengingat bahwa potensi UU Ciptaker 

klaster ketenagakerjaan dapat diterima uji materiilnya oleh MK, maka akan timbul potensi 
sengketa kewenangan uji materiil MK melawan kewenangan DPR yang mengintervensi 
pemberhentian hakim MK karena masih memungkinkan asas “nemo judex idoneus in propria 
causa” dikesampingkan jika menyangkut perkara yang berkaitan dengan dirinya dan belum 
tersedia alternatif resolusi konflik atas hal tersebut. Selanjutnya, minimal dampak akan terus 
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berkelanjutan uji materiil tidak hanya terkait dengan UU MK saja melainkan UU yang 
ditetapkan oleh Pemerintah. 
 
KESIMPULAN 
Simpulan 

UU Ciptaker klaster ketenagakerjaan berpotensi menimbulkan adanya gugatan judicial 
review oleh pekerja sebagai pihak yang mengalami kerugian konstitusionalitas. Jika judicial 
review dikabulkan oleh MK, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan sengketa 
ketatanegaraan antara MK sendiri dengan Pemerintah (DPR dan/atau Presiden) selaku 
pembuat UU. Meskipun, sengketa ketatanegaraan antara MK dan DPR dan/atau Presiden 
adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika sistem hukum dan pemerintahan. 
Berdasarkan studi kasus hakim Aswanto dan menyikapi dinamika perubahan maupun putusan 
judicial review UU MK, adanya pembatalan UU berpengaruh negatif hal terhadap kelangsungan 
karier hakim MK maupun materi perubahan UU MK yang merugikan hakim MK itu sendiri. 
Kondisi ketidakharmonisan antara MK dengan DPR dan/atau Pemerintah jika berlarut-larut 
dapat menciptakan friksi kewenangan yang juga berpotensi menimbulkan adanya potensi 
sengketa ketatanegaraan. Untuk itu, MK, Presiden, dan/atau DPR dituntut untuk menjunjung 
tinggi prinsip-prinsip konstitusi, independensi lembaga, dan mengutamakan kepentingan 
rakyat serta integritas negara dalam upaya penyelesaian sengketa ini. 

 
Saran 

Dalam rangka mencegah timbulnya sengketa ketatanegaraan antara MK dengan 
Pemerintah, perlu adanya alternatif resolusi konflik atas potensi gugatan tersebut melalui 
upaya rekonsiliasi, antara lain melalui dialog, mediasi, dan pendekatan hukum yang sesuai 
dengan prinsip-prinsip konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku. 
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